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SALINAN

KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 434 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL'

Menimbang a bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Jabatan Administrasi pada Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2023, maka perlu dilakukan

perubahan terhadap Susunan Personalia Unit

Pengendalian Gratifrkasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum KabuPaten Kendal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu

untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kendal tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun

2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kendal Tahrn 2022;

b
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Mengingat l. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ([cmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14O'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 387 4l sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OOl (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 42501 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OL9 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2OO2 tentarrg Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2 Tambahan

l,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 5038);
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang

Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

lO. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tefiang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6718);

11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2Ol2-2O25 dan

Jangka Menengah Tahun 2Ol2-2O14 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 122);
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6O Tahun 2Ol2 terrtang

Pedoman Pembangunan Tnna Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Witayah Birokrasi

Bersih dan MelaYani di Lingkungan

Kementerian/l,embaga dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor l5 Tahun

2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 1695);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32O)'

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik IndonesiaTahun 2O23 Nomor 377);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang T\.rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentatg Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O terrtan,g

Ttrgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KENDAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR Ig
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.

Menetapkan perubahan atas Susunan personalia Unit
Pengendalian Gratifikasi (UpG) di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran Keputusan Komisi pemilihan Umum

KESATU

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
ee);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor g Tahun
2O23 tentang Penyelenggaraan Sistem pengendalian

Intern Pemerintah di Komisi pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi pemilihan Umum provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
t72);

17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 1397 Tahun 2023
tentang Pemberhentian dan pengangkatan Jabatan
Administrasi pada Sekretariat Komisi pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi pemilihan

Umum Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah Tahun
2023;

18. Berita Acara Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Kendal Nomor 223/pK.Ol-BAl 5324 /2025
tentang Pengunduran Diri Ketua Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Kendal dan penunjukan pelaksana

Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kendal;
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Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2022 tentang Unit

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kendal, menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 1 September 2023

PIt. KUIUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,

ROKHIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinYa

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

b Bagian Hukum dan SDM,

Muttaqien

ttd.
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SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
N KENDAL

agian Hukum dan SDM,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 434 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL

PIt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

,,I

NO NAMA
JABATAI{ DALIIM

DIilAS

JABATAN
DALAM

UPG

(1) (3) (4)

ROKHIMUDIN, A.Md. Plt. Ketua KPU

) RINTO WARDOYO, S.Pd. Pengarah

J NURUL AKHIRIN, S.Pd.I. Anggota KPU Pengarah

4 AKHMAD ZAENUTOLIBIN, S.H.I. Anggota KPU Pengarah

5 ZAEI'IY EKHSAN, S.Pd., M.M. Sekretaris KPU Ketua

6
YASHINTA SASTAVIANA
HIKMANIA, S.IP, M.A.

Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan
Humas

Sekretaris

7 APINAH, S.Sos.
Kasubbag Keuangan
Umum dan Lngistik Anggota

8
M. ISTI ANDRI YUSTIDAR,
S.Kom., M.M.

Kasubbag
Perencanaan, Data

dan Informasi
Anggota

9
ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN,
S.H.

Kasubbag Hukum dan
SDM

Anggota

ef

l1

Muttaqien

ROKHIMUDIN

SUSUNAN PERSONALIA UMT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal I September 2023

Salinan sesuai dengan aslinYa

(2)

I Pengarah

Anggota KPU
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